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PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DALAM MELINDUNGI SIMPANAN NASABAH
AKIBAT LIKUIDASI BANK*

Oleh: Ruddy P. Haryono?

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana tugasdan fungsi
Lembaga Penjamin Simpanan dalam melindungi
simpanan nasabah akibat likuidasi Bank dan
bagaimanaperlindunganhukum bagi nasabah
penyimpan akibat likuidasi Bank. Dengan
menggunakan metode penelitian  yuridis
normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Fungsi
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut UU
No. 7 Tahun 2009 adalah: menjamin simpanan
nasabah penyimpan; dan turut aktif dalam
memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai
dengan kewenangannya. Dalam menjalankan
fungsinya ini, LPS bertugas untuk merumuskan
dan menetapkan kebijakan pelaksanaan
penjaminan simpanan; dan melaksanakan
penjaminan simpanan; serta merumuskan dan
menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas sistem perbankan;
merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan
kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank
resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
melaksanakan penanganan Bank Gagal yang
berdampak sistemik. 2. Peran Lembaga
Penjamin  Simpanan  Dalam  Melindungi
Simpanan Nasabah Akibat Likuidasi Bank
Menurut UU No. 7 Tahun 2009 adalah, melalui:
Likuidasi Bank Gagal Oleh LPS; bersama bank
peserta  penjamin  menjamin  keamanan
tabungan nasabah; perlindungan terhadap
simpanan nasabah yang dijamin; pemberian
Premi Pinjaman; Pembayaran Klaim Penjamin;
dan perlindungan melalui Penjatuhan Sanksi
Hukum Oleh LPS terhadap Bank Gagal.

Kata kunci: Penjamin simpanan, nasabah,
likuidasi bank.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu contoh krisis keuangan global
yang dialami perbankan di Indonesia adalah
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kejadian Tahun 2008 yang pernah terjadi dalam
kasus Bank Century. Kejadian tersebut
menyebabkan terjadinya likuidasi terhadap
bank tersebut.Jika bank dilikuidasi, maka
lembaga yang bisa menjamin simpanan
nasabah adalah Lembaga Penjamin simpanan
(selanjutnya disebutkan LPS). Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009
tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Pada tanggal 21 November 2008, akhirnya
Gubernur Bank Indonesia Boediono
mengumumkan bahwa Bl melalui Komite
Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) memutuskan
pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), terhitung sejak
tanggal tersebut. Meskipun Bank Indonesia
menyadari bahwa kondisi kesehatan Bank
Century dalam keadaan buruk, LPS meminta
nasabah tak perlu panic karena lembaga
tersebut akan menjamin seluruh kebutuhan
likuiditas Bank Century dengan alokasi dana
sebesar Rp. 1 trilliun.Salah satu upaya untuk
menjaga kepercayaan masyarakat atas jaminan
keamanan uang vyang disimpannya adalah
dengan menambahkan ancaman krisis yang
berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan dan membahayakan
stabilitas keuangan sebagai salah satu kriteria
untuk merubah nilai simpanan yang dijamin.
Bentuk konkret perhatian pemerintah itu
nampak dalam ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin
Simpanan Menjadi Undang-Undang. Melalui
Undang-Undang ini, masyarakat yang memiliki
siman di Bank bisa mendapatkan perlindungan
hukum terhadap simpanan yang
ditanamkannya di bank. Oleh karena itu, maka
jika bank dalam waktu tertentu dilikuidasi,
maka para nasabah bisa mendapatkan
perlindungan atas simpanannya melalui LPS.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2009 bagian
menimbang, dijelaskan bahwa Sehubungan
dengan telah terjadi krisis keuangan secara
global yang mempengaruhi stabilitas sistem
keuangan nasional termasuk perbankan,
diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan
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masyarakat terhadap perbankan.> Dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan belum mengatur
bahwa ancaman krisis yang berakibat
merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan dan membahayakan stabilitas
keuangan sebagai salah satu kriteria untuk
merubah nilai simpanan yang dijamin.*

Contoh kasus sebagaimana dijelaskan di atas
menunjukkan bagaimana upaya pemerintah
untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap dunia perbankan dengan
menempatkan LPS sebagai lembaga yang
menjamin keamanan tabungan para nasabah di
Bank. Pengambilalihan LPS atas kerja bank yang
mengalami likuidasi merupakan salah satu
bentuk langkah pemerintah yang baik untuk
menjamin keamanan masyarakat dalam hal
menabung karena badan usaha Bank adalah
badan hukum.’Karena merupakan sebuah
badan hukum, maka sikap pemerintah itu
kemudian tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2009 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan untuk menyempurnakan
peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan serta Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2008.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah tugasdan fungsi Lembaga
Penjamin Simpanan dalam melindungi
simpanan nasabah akibat likuidasi Bank?
2. Bagaimanakah Perlindunganhukum bagi
nasabah penyimpan akibat likuidasi
Bank?

C. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi, metode adalah
salah satu alat untuk menentukan jalan yang
akan dilalui dalam penulisan. Adapun dalam
skrispi ini, penulis menggunakan metode
penulisan hukum dengan pendekatan yuridis-
normatif. Dengan Yuridis dimaksudkan bahwa
kajian skripsi ini menggunakan instrumen

* UU No. 7 Tahun 2009, Op.Cit., bagian Menimbang huruf
a.
*Ibid., huruf b.

>Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), him. 242.
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undang-undang sedangkan dengan Normatif
dimaksudkan bahwa kajian  skripsi ini
menggunakan  penerapan  undang-undang
dalam bentuk norma dan aturan-aturan atau
kaidah yang bersifat mengikat bagi seluruh
warga negara, baik pemerintah maupun
masyarakat.

PEMBAHASAN
A. Tugas dan Fungsi Lembaga Penjamin
Simpanan  (LPS) dalam  Melindungi
Simpanan Nasabah Akibat Likuidasi Bank
1. Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan
Pasal 62 menjelaskan bahwa organ LPS
terdiri atas Dewan Komisioner dan
Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner
adalah pimpinan LPS. Dewan Komisioner
merumuskan dan menetapkan kebijakan
serta melakukan pengawasan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan wewenang
LPS sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. Dewan Komisioner dipimpin
oleh seorang Ketua Dewan Komisioner.®
2. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS)
Menurut UU No. 7 Tahun 2009 tentang
LPS, tugas dan fungsi Lembaga Penjamin
Simpanan diatur dalam Bab IIl Fungsi,
Tugas, Dan Wewenang, yakni dalam Pasal
4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
Pasal 4 menjelaskan bahwa: Fungsi LPS
adalah:’
a. menjamin simpanan
penyimpan; dan
b. turut aktif dalam memelihara
stabilitas sistem perbankan sesuai
dengan kewenangannya.
3. Wewenang Lembaga Penjamin
Simpanan
Dalam rangka melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
LPS mempunyai wewenang sebagai
berikut:®
a. menetapkan dan memungut premi
penjaminan;
b. menetapkan dan memungut
kontribusi pada saat bank pertama
kali menjadi peserta;

nasabah

®pasal 63 UU No. 7 Tahun 2009.
"pasal 4, Ibid.
®pasal 6 ayat (1), /Ibid.
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B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
Penyimpan Akibat Likuidasi Bank

c. melakukan pengelolaan kekayaan dan
kewajiban LPS;

d. mendapatkan data simpanan
nasabah, data kesehatan bank,
laporan keuangan bank, dan laporan
hasil pemeriksaan bank sepanjang
tidak melanggar kerahasiaan bank;

e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi,
dan/atau  konfirmasi atas data
sebagaimana dimaksud pada huruf d;

f. menetapkan syarat, tata cara, dan
ketentuan pembayaran klaim;

g. menunjuk, menguasakan, dan/atau
menugaskan  pihak lain  untuk
bertindak bagi kepentingan dan/atau
atas nama LPS, guna melaksanakan
sebagian tugas tertentu;

h. melakukan penyuluhan kepada bank
dan masyarakat tentang penjaminan
simpanan; dan

i. menjatuhkan sanksi administratif.

LPS dapat melakukan penyelesaian dan

penanganan Bank Gagal dengan

kewenangan:’

a. mengambil alih dan menjalankan
segala hak dan wewenang pemegang
saham, termasuk hak dan wewenang
RUPS;

b. menguasai dan mengelola aset dan
kewajiban Bank Gagal yang
diselamatkan;

c. meninjau ulang, membatalkan,
mengakhiri, dan/atau  mengubah
setiap kontrak yang mengikat Bank
Gagal vyang diselamatkan dengan
pihak ketiga yang merugikan bank;
dan

d. menjual dan/atau mengalihkan aset
bank tanpa persetujuan debitur
dan/atau kewajiban bank tanpa
persetujuan kreditur.

Dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya, LPS dapat meminta data,
informasi, dan/atau dokumen kepada
pihak lain. dan Setiap pihak yang dimintai
data, informasi, dan/atau dokumen,
wajib memberikannya kepada LPS."

1. Perlindungan Hukum bagi Nasabah

Melalui Sistem Undang-Undang
Perbankan
Perlindungan nasabah dengan

dikeluarkan Undang Undang no. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen,

selain yang diatur dalam Undang-Undang

No.7 tahun 1992 jo. Undang-Undang No.

10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Sutedi, perlindungan nasabah

penyimpan dana dapat dilakukan melalui

dua cara, yaitu perlindungan Implisit dan

Perlindungan eksplisit."*

a. Perlindungan secara implisit (Implicit
deposit protection),yaitu perlindungan
yang dihasilkan melalui:

i. peraturan perundang undangan di
bidang perbankan,

ii. perlindungan yang dihasilkan oleh
pengawasan dan pembinaan yang
efektif, yang dilakukan oleh Bank
Indonesia,

iii. upaya menjaga kelangsungan
usaha bank sebagai sebuah
lembaga pada khususnya dan
perlindungan terhadap sistem
perbankan pada umumnya,

iv. memelihara tingkat kesehatan
bank,

v. melakukan usaha sesuai dengan
prinsip kehati-hatian,

vi. cara pemberian kredit yang tidak
merugikan bank dan kepentingan
nasabah, dan

vii. menyediakan informasi risiko pada

nasabah.
b. Perlindungan secara ekspisit (ekxplicit
deposit protection),
yaitu perlindungan melalui

pembentukan suatu lembaga yang
menjamin  simpanan  masyarakat,
sehingga apabila bank mengalami
kegagalan, lembaga tersebut yang
akan mengganti dana masyarakat
yang disimpan pada bank yang gagal
tersebut. Perlindungan ini diperoleh

Y adrian Sutedi, Hukum Perbankan suatu Tinjauan
°Pasal 6 ayat (2), Ibid. Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan,
pasal 7, Ibid. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 167.
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2.

a.

melalui pembentukan lembaga yang
menjamin  simpanan  masyarakat
sebagaimana diatur dalam Keputusan
Presiden Rl No.26 Tahun 1998 tentang
Jaminan Terhadap Kewajiban Bank
Umum."

Perlindungan Lembaga Penjamin
Simpanan Terhadap Nasabah Akibat
Likuidasi Bank

Melalui Likuidasi Bank Gagal Oleh LPS

Likuidasi Bank Gagal oleh LPS menurut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009

dijelaskan dalam bagian pertama, Bab VI,

pasal 43 sampai dengan Pasal 60.

Sedangkan likuidasi oleh pemegang

saham dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal

61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ini."”*

Pasal 43 menjelaskan bahwa Dalam

rangka melakukan likuidasi Bank Gagal

yang dicabut izin usahanya, LPS
melakukan tindakan sebagai berikut:**

a. melakukan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

b. memberikan talangan untuk
pembayaran gaji pegawai yang
terutang dan talangan pesangon
pegawai sebesar jumlah minimum
pesangon sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

c. melakukan tindakan yang diperlukan
dalam rangka pengamanan aset bank
sebelum proses likuidasi dimulai; dan

d. memutuskan pembubaran badan
hukum  bank, membentuk tim
likuidasi, dan menyatakan status bank
sebagai bank dalam likuidasi,
berdasarkan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

b. Melalui Bank Peserta Penjamin

Pasal 8 Undang-Undang LPS menjelaskan
bahwa (1) Setiap Bank yang melakukan
kegiatan usaha di wilayah Negara
Republik Indonesia wajib menjadi peserta
Penjaminan.”® (2) Kewajiban bank

21bid.

Bpasal 61 ayat (1) dan (2), UU No. 7 Tahun 2009
“pasal 43, Ibid
Bpasal 8 ayat (1), Ibid.
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menjadi peserta Penjaminan tidak

termasuk Badan Kredit Desa.'®

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 9

bahwa Sebagai peserta Penjaminan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

setiap Bank wajib:"’

a. menyerahkan
berikut:

1) salinan anggaran dasar dan/atau
akta pendirian bank;

2) salinan dokumen perizinan bank;

3) surat keterangan tingkat
kesehatan bank yang dikeluarkan
oleh LPP yang dilengkapi dengan
data pendukung;

4) surat pernyataan dari direksi,
komisaris, dan pemegang saham
bank, yang memuat: 1. komitmen
dan kesediaan direksi, komisaris,
dan pemegang saham bank untuk
mematuhi  seluruh  ketentuan
sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan LPS; 2. kesediaan untuk
bertanggung jawab secara pribadi
atas kelalaian dan/atau perbuatan
yang melanggar hukum vyang
mengakibatkan  kerugian atau
membahayakan kelangsungan
usaha bank; iii. kesediaan untuk
melepaskan dan menyerahkan
kepada LPS segala hak,
kepemilikan, kepengurusan,
dan/atau  kepentingan apabila
bank menjadi Bank Gagal dan
diputuskan untuk diselamatkan
atau dilikuidasi;

b. membayar kontribusi kepesertaan
sebesar 0,1% (satu perseribu) dari
modal sendiri (ekuitas) bank pada
akhir tahun fiskal sebelumnya atau
dari modal disetor bagi bank baru;

c. membayar premi Penjaminan;

d. menyampaikan laporan secara
berkala dalam format yang
ditentukan;

e. memberikan data, informasi, dan
dokumen vyang dibutuhkan dalam
rangka penyelenggaraan Penjaminan;
dan

dokumen  sebagai

pasal 8 ayat (2), Ibid.
Ypasal 9, Ibid.
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f. menempatkan bukti kepesertaan atau
salinannya di dalam kantor bank atau

tempat lainnya sehingga dapat
diketahui dengan mudah oleh
masyarakat.

c. Perlindungan Terhadap Simpanan Yang

Dijamin

Dalam Pasal 10 UU LPS dijelaskan bahwa

LPS menjamin Simpanan nasabah bank

yang berbentuk giro, deposito, sertifikat

deposito, tabungan, dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap

nasabah pada satu bank paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Nilai Simpanan vyang dijamin dapat

diubah apabila dipenuhi salah satu atau

lebih kriteria sebagai berikut:

a. terjadi penarikan dana perbankan
dalam jumlah besar secara
bersamaan;

b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam
beberapa tahun; atau

c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh
simpanannya menjadi kurang dari
90% (sembilan puluh per seratus) dari
jumlah nasabah penyimpan seluruh
bank.

Perubahan besaran nilai Simpanan yang

dijamin dikonsultasikan dengan Dewan

Perwakilan Rakyat. Hasil konsultasi

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.™®

¢. Pemberian Premi Pinjaman
Premi Penjaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢
dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun untuk: a. pembayaran periode 1
Januari sampai dengan 30 Juni; dan b.

pembayaran periode 1 Juli sampai
dengan 31 Desember. Premi untuk
masing-masing  periode  dibayarkan

selambat-lambatnya tanggal: a. 31
Januari untuk periode sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. 31
Juli  untuk  periode sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b;

Bpasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

berdasarkan rata-rata saldo bulanan total
Simpanan pada periode sebelumnya.®”
Premi tersebut ditambah atau dikurangi
sesuai dengan realisasi rata-rata saldo
bulanan total Simpanan pada periode
yang bersangkutan. Penambahan atau
pengurangan premi dilakukan pada saat
pembayaran premi untuk periode
berikutnya.”

. Pembayaran Klaim Penjamin

Pasal 16 memberikan beberapa
ketentuan mengenai kewajiban LPS
untuk membayar klaim Pinjaman. Hal ini
sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
menyebutkan bahwa LPS wajib membayar
klaim  Penjaminan kepada Nasabah
Penyimpan dari bank yang dicabut izin
usahanya;

LPS berhak memperoleh data Nasabah
Penyimpan dan informasi lain vyang
diperlukan per tanggal pencabutan izin
usaha dari LPP dan/atau bank dalam
rangka penghitungan dan pembayaran
klaim Penjaminan;

LPS wajib menentukan Simpanan vyang
layak  dibayar, setelah  melakukan
rekonsiliasi dan verifikasi atas data
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
hari kerja terhitung sejak izin usaha bank
dicabut;

LPS mulai membayar Simpanan yang layak
dibayar selambat-lambatnya dalam waktu
5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi
dimulai.

Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemegang saham, dewan komisaris,
direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin
usahanya, serta pihak lain yang terkait
dengan bank dimaksud, wajib membantu
memberikan segala data dan informasi
yang diperlukan oleh LPS;

LPS mengumumkan tanggal dimulainya
pengajuan  klaim  Penjaminan pada
sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar
harian yang berperedaran luas.

¥pasal 12 ayat (1), dan (2).
®pasal 12 ayat (3) dan ayat (4)
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(7) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan

(8)

oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS
adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank
dicabut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai
rekonsiliasi, verifikasi, penetapan
kelayakan simpanan, serta tata cara
pengajuan dan  pembayaran  klaim

Penjaminan ditetapkan dengan Peraturan

LPS.
Tata cara pembayaran klaim pinjaman
antara lain sebagaimana tertuang dalam
Pasal 17 Undang-Undang ini yang
menyatakan:*
Pembayaran klaim Penjaminan dapat
dilakukan secara tunai dan/atau dengan
alat pembayaran lain yang setara dengan
itu.
Setiap pembayaran klaim Penjaminan
dilakukan dalam mata uang rupiah.
Klaim Penjaminan dari Simpanan dalam
mata uang asing dibayarkan dalam
bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan
kurs tengah Bank Indonesia.
Alat pembayaran klaim Penjaminan dan
kurs tengah yang digunakan ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan LPS.
Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat
yang bersamaan mempunyai kewajiban
kepada bank, maka pembayaran klaim
Penjaminan dilakukan setelah kewajiban

Nasabah Penyimpan kepada bank
terlebih dahulu diperhitungkan
berdasarkan  peraturan  perundang-

undangan.”

Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak

dibayar apabila berdasarkan hasil

rekonsiliasi dan/atau verifikasi:*

a. data Simpanan nasabah dimaksud
tidak tercatat pada bank;

b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak
yang diuntungkan secara tidak wajar;
dan/atau

c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak
yang menyebabkan keadaan bank
menjadi tidak sehat.

Pasal 20 menjelaskan: Dalam hal

Nasabah Penyimpan merasa dirugikan,

Zpasal 19 ayat (1)
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maka nasabah dimaksud dapat: a.
mengajukan keberatan kepada LPS yang
didukung dengan bukti nyata dan jelas;
atau b. melakukan upaya hukum melalui
pengadilan. Dalam hal LPS menerima
keberatan Nasabah Penyimpan atau
pengadilan mengabulkan upaya hukum
Nasabah Penyimpan, LPS  hanya
membayar Simpanan nasabah tersebut
sesuai dengan Penjaminan berikut bunga
yang wajar.”*

e. Melalui Penjatuhan Sanksi Hukum Oleh

LPS terhadap Bank Gagal

LPS dalam memberikan perlindungan
kepada nasabah, salah satu bentuk
perlindungannya adalah dengan
menjatuhkan sanksi kepada Bank Gagal.
Hal ini sebagaimana diatur dalam BAB XIlI
Sanksi Administratif Dan PidanaUndang-
Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan. Ketentuan
Pidana dan Administrasi ini diatur dalam
beberapa Pasal, antara lain:

Pasal 92

a. LPS menjatuhkan sanksi administratif
pada bank yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf ¢ dan huruf d.

b. Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa denda
administratif dan/atau bunga.

¢. Pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:

a. terhadap pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf c, ditetapkan paling tinggi 150%
(seratus lima puluh perseratus) dari
jumlah  premi yang seharusnya
dibayar untuk setiap  periode
termasuk bunga;

b. terhadap pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf d, dikenakan denda
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
hari  keterlambatan penyampaian
laporan.

*pasal 20 ayat (1) dan (2)
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d.

Pengenaan denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenakan untuk jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pengenaan sanksi administratif
ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 94

(1)

(2)

Direksi, komisaris, dan/atau
pemegang saham bank yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf
b, huruf e, dan huruf f dan/atau
menyebabkan bank tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf
e, dan huruf f serta Pasal 92, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun, serta denda paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Direksi, komisaris, dan/atau
pemegang  saham bank  yang
menyebabkan bank tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf ¢ dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sejak
batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun, serta denda paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Pasal 95

(1) Pemegang

saham, direksi, dewan
komisaris, pegawai, dan/atau pihak
lain yang terkait dengan bank yang

dicabut izin usahanya atau bank
dalam likuidasi yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (5) dan/atau
Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 3 (tiga) tahun, serta

(2)

(3)

(4)

denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Anggota Dewan Komisioner, Kepala
Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak
lain yang ditunjuk atau disetujui oleh
LPS untuk melakukan tugas tertentu,
yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
91 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta

denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00  (dua miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Setiap orang atau badan vyang
memberikan data, informasi,
dan/atau laporan, yang berkaitan
dengan penjaminan simpanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dan Pasal 7 yang tidak benar, palsu,
dan/atau  menyesatkan, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)

tahun, serta denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua  miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar
rupiah).

Setiap orang atau badan vyang

menolak memberikan kepada LPS
data, informasi, dan/atau dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta

denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) menurut UU No. 7 Tahun 2009
adalah: menjamin simpanan nasabah
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penyimpan; dan turut aktif dalam
memelihara stabilitas sistem perbankan
sesuai dengan kewenangannya. Dalam
menjalankan fungsinya ini, LPS bertugas
untuk merumuskan dan menetapkan

kebijakan  pelaksanaan  penjaminan
simpanan; dan melaksanakan
penjaminan simpanan; serta

merumuskan dan menetapkan kebijakan
dalam rangka turut aktif memelihara
stabilitas sistem perbankan;
merumuskan, menetapkan, dan
melaksanakan kebijakan penyelesaian
Bank Gagal (bank resolution) yang tidak
berdampak sistemik; dan melaksanakan
penanganan Bank Gagal yang berdampak
sistemik.

2. Peran Lembaga Penjamin Simpanan
Dalam Melindungi Simpanan Nasabah
Akibat Likuidasi Bank Menurut UU No. 7
Tahun 2009 adalah, melalui: Likuidasi
Bank Gagal Oleh LPS; bersama bank
peserta penjamin menjamin keamanan
tabungan nasabah; perlindungan
terhadap simpanan nasabah yang
dijamin; pemberian Premi Pinjaman;
Pembayaran Klaim Penjamin; dan
perlindungan melalui Penjatuhan Sanksi
Hukum Oleh LPS terhadap Bank Gagal.

B. Saran

1. Bagi Pihak Pemerintah dan pihak
perbankan Indonesia agar dapat
menjalankan tugas dan fungsinya secara
baik sesuai dengan sistem perundang-
undangan yang berlaku agar keamanan
tabungan para nasabah yang adalah
masyarakat dapat dijaga dengan baik dan
tidak mengurangi anggaran negara akibat
likuidasi yang terjadi terhadap bank-bank
tertentu.

2. Upaya hukum bagi nasabah penyimpan
atas simpanannya yang tidak dijamin
oleh LPS masih kurang karena harus
melalui proses vyang tidak banyak
diketahui oleh  masyarakat, maka
seharusnya pemerintah segera membuat
peraturan mengenai tata cara tentang
likuiadasi keinginan dan upaya hukum
atau pengajuan gugatan bagi nasabah
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penyimpan dana yang simpanannya
belum kembali setelah bank dilikuidasi.
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